
Nomor :
Perihal : Permohoan Penghapusan Objek Pajak

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
Jalan Panglima Sudirman No. 24
Pasuruan 67115

       Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :

No. KTP : NPWPD

Alamat : RT. RW.
Desa/Kelurahan *) : Kecamatan 
Kabupaten/Kota *) : Telp.

Sebagai wajib pajak / kuasa wajib pajak *) atas objek pajak  :

Jenis Pajak :
Alamat : RT. RW.
Desa/Kelurahan *) : Kecamatan 
Kabupaten/Kota *) :
No. SPPT / NOPD : masa / tahun pajak 

(Beri tanda silang pada kolom yang dipilih)

1. Objek pajak tutup atau sudah bukan merupakan objek pajak lagi.

2.

3. Objek Pajak Ganda dengan SPPT/NOPD  :.........................................

4.

5. Tanah/bangunan tidak lagi merupakan objek pajak yang dikenakan PBB karena:

7.

8.

(Beri tanda silang pada kolom yang dipilih)
       Bersama ini dilampirkan pula :

1. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang lain/pihak lain).
2. Foto copy KTP,NPWPD, atau identitas lainnya dari wajib pajak.
3.

4. Asli SPPT, SPTD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB5.
5.

6.

       Demikian atas perhatiannnya disampaikan terima kasih.

Tanggal :

( )
*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN OBJEK PAJAK

longsor*) Sisanya: luas bumi….........m², luas bangunan…...............m²

telah diwakafkan / menjadi kuburan/digunakan negara untuk penyelenggaraan pemerintah /
digunakan untuk melayani kepentingan umum yang tidak mencari keuntungan*).

Hak subjek pajak terdapat objek pajak dinyatakan batal berdasarkan keputusan pejabat
yang berwenang atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

dengan ini mengajukan permohonan Penghapusan objek pajak tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut

SPOP L-SPOP PBB atau Formulir Pendaftaran Objek Pajak lainnya yang telah diisi dengan  benar dan 
lengkap serta ditandatangani.

Surat Keterangan Pejabat yang berwenang yang menyatakan alasan penghapusan.

Bahwa data yang saya isikan pada semua formulir beserta lampirannya merupakan data yang sebenarnya, dan 
bukan data palsu serta sesuai dengan kondisi Objek Pajak di lapangan pada saat ini. Apabila dikemudian hari 
terbukti tidak benar dan/atau palsu, maka saya bersedia bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melibatkan pihak manapun.

WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK *)

Objek pajak secara nyata tidak ada.

Objek pajak sebagian/seluruhnya* terkena pelebaran jalan/erosi sungai/pembebasan tanah.


